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Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk
meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
kepastian secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5
prinsip yakni; 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, 2)
biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakin
berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) tanpa adanya
perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, dan 5) jaminan
lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian
Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan
berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan
pelatihan. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah
pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk
dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-
program tersebut diantaranya; 1) Kursus Para Profesi, 2) Pendidikan
Kewirausahaan Masyarakat, 3) Kursus Keterampilan Kreatif, 4)
Pendidikan Kecakapan Hidup, 5) Desa Vokasi, dan 6) Bantuan Operasional
Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun Organisasi Mitra.

Misi dan tujuan dari program ini adalah memberikan bekal
pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerja
dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang
dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan
potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan
demikian maka misi utama dari program ini adalah mengurangi
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat
dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam
penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Maret 2011
Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512 198311 1 001

SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun
telah berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus dan
pelatihan tahun 2011 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara
kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih
kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan
tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan.

Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosial
program kursus dan pelatihan ini berisi 5 hal yakni; 1) pemaparan teknis
program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursus
dan pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan sosial, 4)
akuntabilitas penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengan
demikian para pembaca akan memahami program kursus dan pelatihan,
bentuk dan jenis dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana
bantuan dan berbagai konsekuensinya.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan
kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan
efektif terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Oleh
karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pelatihan
agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang
diharapkan pada tahun 2011.

Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan
petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran,
tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak.
Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami
harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk
teknis tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Maret 2011
Direktur,

Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198901 1 001

KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
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ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGARAAN PROGRAM DAN DANA BANTUAN SOSIAL

KURSUS PARA PROFESI

Buku petunjuk teknis dan tata cara memperoleh dana bantuan
sosial Kursus Para Profesi ini berisi tentang:

Bab I : Gambaran pelaksanaan program Kursus Para Profesi berisi
tentang proses pelaksanaan program kursus paraprofesi agar pembaca
dapat memahami dan menguasai proses pelaksanaan kursus
paraprofesi. Dengan demikian diharapkan mampu melaksanakan
dengan benar sesuai tujuan program yang diharapkan.

Bab II : Dukungan Pemerintah dengan bantuan sosial (blockgrant)
berisi tentang bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah untuk
mendukung program kursus paraprofesi yang berupa dana bantuan
sosial, pendampingan dan dukungan lain yang dapat dimanfaatkan
masyarakat

Bab III : Tata cara memperoleh dana bantuan sosial berisi tentang
persyaratan dan proses memperoleh dana bantuan sosial dimulai
dengan penyusunan proposal, penyampaian proposal, penilaian
proposal, verifikasi lapangan dan penetapan proposal yang
memperoleh dana bantuan sosial.

Bab IV : Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab lembaga
pengusul/penerima dana bantuan sosial yang meliputi kesanggupan
melaksanakan program sesuai usulan, bertanggung jawab secara
penuh dalam mengelola dana dan program serta mengupayakan untuk
tidak melakukan KKN

Bab V : Indikator keberhasilan dan pengendalian mutu
penyelenggaraan program

Bab VI : Penutup

PETUNJUK
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PROGRAM KURSUS PARA PROFESI

A. Latar Belakang
Dalam sambutannya pada acara Pencanangan Gerakan

Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 Februari 2011 di
Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Presiden Republik
Indonesia mengatakan, bahwa jumlah penganggur saat ini sebanyak
8,32 juta orang. Menurut BPS (Agustus, 2010), sebagian besar
penganggur terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan didominasi oleh mereka yang berpendidikan pada jenjang
pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, yaitu mencapai
31,22%. Di sisi lain, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja
menurut lapangan pekerjaan sebanyak 63,98 bekerja di sektor
pertanian dan perdagangan. Hanya 13,82% yang bekerja di sektor
industri. Sementara itu, data BPS Maret 2010 menunjukkan jumlah
penduduk miskin masih mencapai 31,02 juta orang.

Masih tingginya angka pengangguran dapat disebabkan oleh
berbagai hal, antara lain karena para penganggur usia produktif
tersebut: 1) belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan DUDI; 2) belum memiliki keterampilan atau pengalaman
membuka suatu usaha atau bisnis; 3) tidak memiliki modal atau akses
dana untuk membuka usaha; dan 4) mereka tidak memiliki
kompetensi yang memadai untuk mengakses pasar kerja.

Merujuk kepada data dan fakta tersebut di atas, maka
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tanggung
jawab untuk ikut serta mencarikan solusi terhadap permasalahan
tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan
program Dana Bantuan Sosial (Blockgrant) Kursus Para Profesi.
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B. Pengertian
Kursus Para Profesi (KPP) adalah program pelayanan pendidikan

dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di
bidang keterampilan formal dan informal yang bersertifikat
kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.

C. Tujuan
Program Kursus Para Profesi bertujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik usia produktif
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental
sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja.

2. Memberikan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik.
3. Memberikan peluang dan penempatan kerja pada dunia

usaha/industri (DUDI) di dalam dan/atau luar negeri.
4. Memberikan peluang kepada lembaga kursus dan pelatihan,

satuan PNF lainnya, dan lembaga lainnya yang relevan untuk
berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008

tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan
dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Masyarakat Yang Belajar
Mandiri.
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E. Lembaga Penyelenggara
Penyelenggara program Kursus Para Profesi (KPP) adalah

lembaga kursus dan pelatihan, satuan PNF lainnya, dan lembaga
lainnya yang relevan dan memenuhi persyaratan.

F. Peserta Didik
Peserta didik Program

Kursus Para Profesi (KPP)
adalah warga masyarakat yang
memiliki kemauan untuk
dilatih sampai tuntas dan
bekerja, dibuktikan dengan
Surat Pernyataan Kesanggup-
an peserta didik.

G. Pendidik
Pendidik yang bertugas

mengajar, melatih, dan
membimbing, pada program
KPP harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki sertifikasi kom-

petensi sesuai bidang keahlian/keterampilan yang akan dilatih.
2. Mampu menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) sesuai

dengan kebutuhan kompetensi yang dilatih.
3. Menguasai metodologi pengajaran/pelatihan.

H. Jenis Keterampilan/Vokasi
Keterampilan yang diselenggarakan program KPP adalah jenis

keterampilan yang sesuai dengan job order. Prioritas jenis
keterampilan dalam program KPP adalah sebagai berikut:
1. Sektor Formal: Otomotif, Elektronika, Perhotelan, Penata Rambut,

Tenaga di bidang konstruksi, Pengelasan, Akupunktur, SPA
Therapist, Tenaga Keamanan, Garmen, Teknisi Komputer.
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2. Sektor Informal:
PLRT plus, Baby
Sitter, Care Giver,
House Keeping,
Cleaning Service.

3. Jenis keterampilan
lainnya.

I. Pendekatan Program
Bagan berikut menunjukan pendekatan 4 in 1 untuk program

KPP.

Berawal dari pesanan lulusan (job order/demand letter
attachment) yang telah diperoleh melalui penjaringan sebelumnya,
penyelenggara KPP memulai langkah pertama yaitu melakukan
analisis kebutuhan pelatihan. Kegiatan analisis ini mencakup upaya
untuk mengenali, antara lain:
1. Potensi peserta didik yang akan dilibatkan dan persyaratannya.
2. Tenaga pendidik yang hendak diikutsertakan.

Analisis
Kebutuhan Pelatihan

Pelatihan
Berbasis Kompetensi

Sertifikasi
Kompetensi

Penempatan
Lulusan

Pesanan
Lulusan

(Job Order)

4

3

2

1

Pendekatan KPP
" 4 in 1 "

(Four in One)
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3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung seluruh tahapan KPP.
Pada langkah kedua, penyelenggara KPP berbekal hasil analisis

kebutuhan pelatihan mengembangkan pelatihan berbasis
kompetensi yang diawali dengan penyusunan kurikulum, program
pelatihan, mencakup pula penilaian atas kemajuan pelatihan peserta
didik, baik formatif maupun uji kompetensi.

Peserta didik yang telah menyelesaikan pelatihan, mengikuti uji
kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
(LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Ujian ini ditempuh
peserta didik sekaligus untuk memenuhi langkah ketiga sertifikat
kompetensi pada bidang profesi tertentu.

Dengan bekal sertifikat yang dimiliki, peserta didik kemudian
mengikuti langkah keempat proses penempatan kerja, untuk
memenuhi pesanan lulusan di awal penyelenggaraan KPP.
Pemenuhan atas pesanan ini tidak menutup kemungkinan dapat
membuka peluang dalam memperoleh pesanan lulusan KPP lebih
lanjut.

J. Kurikulum dan Bahan Ajar
Kurikulum dan bahan ajar Kursus Para Profesi minimal

mencakup:
1. Kompetensi personal: percaya diri, kreativitas, motivasi untuk

mengembangkan diri dengan keterampilan yang dimiliki.
2. Kompetensi sosial: berinteraksi dengan lingkungan.
3. Kompetensi akademik: menggali ide-ide kreatif, kemauan untuk

mencoba melakukan uji coba di bidangnya.
4. Pendidikan pendukung untuk job order ke luar negeri antara lain:

a. Pengelolaan Keuangan Pribadi
b. Keimigrasian
c. Komputer dan Media Komunikasi lainnya
d. Peraturan Ketenagakerjaan dalam negeri dan negara tujuan
e. Bahasa dan Kebudayaan Negara tujuan
f. Kesenian Tradisional Indonesia
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g. Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
h. Advokasi dan bantuan hukum

5. Dan jenis keahlian lainnya sesuai job order.
Kurikulum KPP dikembangkan oleh lembaga sesuai kebutuhan

dan disahkan oleh pimpinan lembaga. Waktu yang dibutuhkan untuk
mendidik dalam Kursus Para Profesi minimal 200 jam pelajaran
dengan asumsi setiap pertemuan selama 4 jam pembelajaran/hari,
@60 menit/jam pelajaran, termasuk jumlah pelajaran untuk
pembelajaran modul-modul (8 modul).

K. Sarana dan Prasarana Belajar
Untuk mendukung

terlaksananya proses
pembelajaran yang efektif dan
efisien serta tercapainya
kompetensi yang dituntut oleh
DUDI, maka penyelenggara
program KPP minimal harus
memiliki sarana dan prasarana
sebagai berikut:
1. Ruangan belajar teori

beserta peralatan
pendukungnya.

2. Ruangan praktik dan
peralatan pendukungnya
sesuai dengan bidang
keahlian yang diajarkan.

3. Ruangan lain yang sesuai
dengan kebutuhan.

Hal penting yang perlu diajarkan dalam program KPP adalah
pendidikan karakter, diantaranya: keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa, Kejujuran, Semangat Kerja,
Sopan Santun, Saling Menghormati, kerjasama dan disiplin
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L. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran terdiri atas: Teori (30%) dan Praktik (70%) yang

dapat dilakukan antara lain:
1. Teori lalu dilanjutkan dengan praktik.
2. Teori dan praktik dilakukan bersamaan (learning by doing).
3. Teori, praktik diikuti dengan magang.

M. Biaya
Biaya Kursus Para Profesi dapat bersumber dari:

1. Peserta didik.
2. Bantuan tidak mengikat (di antaranya dari perusahaan dalam

bentuk CSR).
3. Bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Besarnya biaya Kursus Para Profesi tergantung dari jenis kursus
yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara.

N. Evaluasi
Evaluasi peserta didik

pada awal dan tengah
dilakukan oleh lembaga
penyelenggara KPP.
Evaluasi akhir dilakukan
melalui uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh
Lembaga Sertifikasi atau
lembaga KPP yang
terakreditasi, dan apabila jenis keterampilannya tidak ada Lembaga
Sertifikasinya maka uji kompetensi dilakukan oleh lembaga
penyelenggara KPP.

O. Jaringan Kemitraan
Lembaga penyelenggara harus memiliki jaringan kemitraan

dengan DUDI dan Asosiasi Profesi atau lembaga lain yang relevan.
Ruang lingkup kemitraan antara lain mencakup:
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1. Perbantuan instruktur.
2. Penyusunan bahan ajar/modul.
3. Pemagangan.
4. Pendanaan.
5. Pengujian.
6. Penempatan lulusan.

P. Indikator Keberhasilan
Tujuan utama program Kursus Para Profesi adalah untuk

memperluas akses masyarakat ke pelayanan pendidikan kecakapan
hidup. Indikator utama untuk mengukur apakah pelaksanaan program KPP
ini dapat mencapai tujuannya adalah :
1. Sebanyak 80% warga masyarakat yang putus sekolah SMP dan SMA,

lulus SMP dan SMA tidak melanjutkan, dan berasal dari keluarga miskin
atau kurang mampu, yang berhasil direkrut, dilatih, dan difasilitasi
memperoleh sertifikat kompetensi kemudian disalurkan ke DUDI yang
relevan.

2. Bertambahnya jumlah penyelenggara KPP yang berhasil membangun
jejaring (network) dengan DUDI, sehingga berhasil membuka akses
untuk pemagangan dan penempatan tenaga kerja.

3. Adanya penyelenggara program KPP yang dapat meningkatkan mutu
penyelenggraannya, sehingga dapat dijadikan rujukan (benchmark) bagi
lembaga lain yang menyelenggarakan program sejenis.

Q. Tindak Lanjut
1. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan untuk

memastikan keterlaksanaan program sesuai dengan proposal yang
diajukan dan jumlah peserta didik yang terserap di DUDI.

2. Keberhasilan program KPP ini dimuat dalam website sebagai
bahan informasi bagi masyarakat atau lembaga lain.

3. Dapat dikembangkan menjadi standar nasional.
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DUKUNGAN PEMERINTAH
(DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)

Dukungan pemerintah yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan
program KPP antara lain:

1. Sosialisasi program KPP, yaitu kegiatan publikasi tentang petunjuk-
petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh atau
sebagian dari UPT P2-PNFI, BP-PNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, BPKB/SKB, Organisasi Mitra, Asosiasi
Profesi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan unsur terkait lainnya.
Informasi sosialisasi program dapat diunduh di web Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan www.infokursus.net atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

2. Sosialisasi dan penyediaan bahan-bahan pembelajaran yang berupa
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI), bahan ajar, dan kurikulum

3. Pembekalan program KPP, merupakan kegiatan pembekalan
penyelenggaraan program yang diselenggarakan bagi penyelenggara
atau calon penyelenggara program KPP.

4. Dana Stimulan berupa dana bantuan sosial untuk pembelajaran
program KPP bagi 5.000 peserta didik. Dana stimulan ini dibagi dalam
2 kelompok:

a. Bagi lembaga yang memberi keterampilan untuk peserta didik
tidak mampu, peserta tidak dipungut biaya dan tidak dibebani
untuk mengembalikan biaya pendidikan dapat diberi bantuan
penyelenggaraan sebesar Rp. 2.400.000,-/orang.

b. Bagi lembaga yang mendidik lulusan dengan pendidikan karakter
diberi dana bantuan penyelenggaraan sebesar Rp. 250.000,-/
orang.


